
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF RUKUN TETANGGA DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan
dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan 70% (tujuh
puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa salah
satunya untuk mendanai penyelenggara Pemerintahan
Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga:

b. bahwa ketentuan mengenai insentif rukun tetangga dalam
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun
Tetangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun
Tetangga sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini
sehingga perlu diganti dan dilakukan pengaturan
tersendiri;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Insentif Rukun Tetangga Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 20152015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2015 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan (Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 17);
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9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara T;ahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF RUKUN TETANGGA
DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

4. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan
kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

5. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga
Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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BAB II

INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 2

(1) Rukun Tetangga diberikan Insentif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
setiap bulannya.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Rukun
Tetangga yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Insentif Rukun Tetangga yang berkedudukan di Desa berasal dari belanja
desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

(2) Insentif Rukun Tetangga yang berkedudukan di Kelurahan dibebankan pada
APBD melalui pos anggaran Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai
berlaku pada bulan Januari 2020.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur
Insentif Rukun Tetangga dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun
Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun
Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 9)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4.


